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ABSTRAK

bahwa permasalahan Narkoba bukan hanya merupakan
masalah di bidang kesehatan saja, akan tetapi juga
menyangkut berbagai bidang antara lain bidang sosial,
ekonomi, kriminal, budaya, Agama, dan lain-lainnya;

bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba
sekarang ini menjadi permasalahan yang semakin serius
dan menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi masyarakat
Indonesia pada umumnya dan bagi masyarakat Kota
Pekalongan pada khususnya terutama bagi masa depan
generasi muda,;

bahwa guna melakukan pencegahan dan pemberantasan
Narkoba, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di
Daerah dalam regulasi Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat
(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan
17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar
dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551); Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan



Perundang-undangan  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5062); Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan,
Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3381); Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan
Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
83); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 125).

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang deteksi dini;
antisipasi dini; pencegahan; pemberantasan; penanganan;
pelaksanaan; kelembagaan; sarana, prasarana, dan
sumber daya manusia; kerja sama; partisipasi dan
pemberdayaan masyarakat; monitoring, evaluasi, dan
pelaporan; pembinaan dan pengawasan; sistem data dan
informasi; penghargaan; pembiayaan; dan sanksi.
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